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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebagai Implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan dan mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penerapan (SAIBA) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli serdang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi berupa laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif antara lain dengan mereduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting yang diperoleh peneliti dari lapangan. Kemudian data disajikan untuk memudahkan melihat gambaran penelitian dan menarik kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dengan penerapan SAIBA telah disusun sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Instansi Pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 harus menerapkan akuntansi berbaisi akrual oleh sebab itu sumber daya manusia sangat berperan dalam menjalankan fungsinya menyusun laporan keuangan.

Kata kunci : Laporan Keuangan; PP 71 tahun 2010; SAIBA; Sumber Daya Manusia 

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the Accrual-Based Institution Accounting System (SAIBA) as the Implementation of PP 71 of 2010 in the preparation of financial statements and determine the ability of Human Resources (HR) in the application (SAIBA) in the Office of the Ministry of Religion, Deli Serdang Regency. This type of research is qualitative research. Data in this study were collected through observation, direct interviews and documentation in the form of financial reports generated from the SAIBA application. The data analysis method used is descriptive qualitative, among others, by reducing the data, namely summarizing and selecting the main points, focusing on the important things obtained by researchers from the field. Then the data is presented to make it easier to see the description of the study and draw conclusions from the analysis that has been done. The results of this study indicate that the preparation of financial statements at the Office of the Ministry of Religion in Deli Serdang Regency with the application of SAIBA has been prepared in accordance with PP 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. Government agencies based on PP 71 of 2010 must apply accrual-based accounting, therefore human resources are very instrumental in carrying out their functions in preparing financial statements.
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PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Dalam UU Nomor  17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat 1 tentang Keuangan Negara dituliskan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sebagai bentuk keberlanjutan usaha kebijakan pengelolaan keuangan negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Pada dasarnya, hanya terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas (cash basis) dan akrual (accrual basis). Sedangkan jika ada basis akuntansi lain seperti basis kas modifikasian, atau akrual modifikasian atau kas menuju akrual, merupakan modifikasi diantara basis kas dan basis akrual untuk masa transisi. Dasar akuntansi merupakan metode-metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam menentukan kapan dan dimana mencatat transaksi ekonomi. Metode pencatatan tersebut berbeda pada masalah waktu (timing) kapan transaksi ekonomi ke dalam akun. Dalam akuntansi basis kas, transaksi tidak diakui/dicatat sampai transaksi secara kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Apabila transaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi.

Penggunaan basis akrual (accrual basis), mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas di masa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.  Menurut basis akrual pendapatan dicatat ketika pendapatan tersebut diperoleh, meskipun apabila pendapatan tersebut tidak diterima secara kas sampai jauh di masa mendatang. Begitu pula beban, beban dicatat ketika beban tersebut terjadi, meskipun sebenarnya beban tersebut tidak dibayarkan sampai jauh di masa mendatang. Akuntansi akrual mengakui beban ketika suatu transaksi terjadi, dianggap menyediakan gambaran operasional pemerintah secara lebih transparan. Namun demikian, penerapannya memiliki banyak kendala dan memerlukan dana yang besar serta waktu yang panjang, bahkan dapat melebihi periode masa jabatan kepala pemerintahan (presiden/gubernur/bupati/walikota). Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk menerapkan basis akrual diperlukan kerja yang sangat keras.

Sebagai salah satu instansi pemerintah vertikal, maka Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengelolaan keuangan negara yang dananya bersumber dari negara, haruslah mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah. Perkembangan yang semakin pesat dalam pengelolaan keuangan  sebagai bentuk peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015, Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan menggunakan basis akrual. Laporan keuangan kementerian/kelembagaan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam hal ini, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual PP. 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan terdiri dari  Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),  dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sistem Akuntansi Instansi berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian. Kementerian Agama merupakan instansi vertikal yang menggunakan APBN dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, Kementerian Agama merupakan instansi yang termasuk dalam ruang lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dalam penerapan prosedur akuntansinya dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 270/PMK.05/2014 Pasal (3) menjelaskan bahwa pada penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah pusat menggunakan sistem Aplikasi Terintegrasi. Dijelaskan lagi dalam pasal (5) ayat (1)  bahwa dalam hal sistem Aplikasi Terintegrasi maka dalam masa transisi di tahun  2015 laporan keuangan berbasis akrual disusun menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan dalam setiap Kementerian/Lembaga. Dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi SAIBA, bahwasanya tidak ditemukan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang telah menerapkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sejak tahun 2015. Pelaksanaan dari penggunaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) ini masih perlu meningkatan kinerja. Sejak awal diterapkannya hingga kini, dari 8 satuan kerja hanya 5 satuan kerja yang menggunakan aplikasi tersebut sendiri. Sedangkan 3 satuan lainnya menyerahkan penggunaan SAIBA kepada operator sekretariat jenderal. Kesempatan pelatihan yang harusnya digunakan untuk 8 tenaga operator juga hanya dimanfaatkan oleh 1 orang operator saja menyebabkan kurangnya sumber daya manusia yang memahami aplikasi SAIBA.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan staf, pelatihan. Sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah. Pelaksanaan dari penggunaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) ini masih perlu meningkatan kinerja disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang memahami aplikasi SAIBA. 


Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagaimana tujuannya adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual sebagai implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang? Kedua, bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual sebagai implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang?.

Penelitian tentang penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual telah dilakukan sebelumnya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Arieffin Dian Permana, 2016 yang berjudul Penerapan Aplikasi Saiba Untuk Penyusunan Laporan Keuangan pada Layanan Pajak Pratama, dilakukan dengan metode kualitatif memberikan hasil lebih berfokus pada kestabilan aplikasi. Penelitian oleh Iput Dyah Susanti, dkk, 2016 yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam Penyajian Laporan Keuangan  (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional  Provinsi Riau), dilakukan dengan metode kualitatif memberikan hasil pada kesesuaiannya dengan prosedur yang ada di PMK 270/PMK-.05/2014. Penelitian oleh Ida Najati, dkk, 2016 yang berjudul Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dengan metode kuantitatif memberikan hasil Penggunaan aplikasi SAIBA tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual sebab kurangnya pengetahuan operator tentang penyusunan jurnal penyesuaian dan pengembangan aplikasi SAIBA yang tidak melibatkan pengguna. Pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Dan juga penelitian oleh Sari Zawitri, dkk, 2015 yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sebagai Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak dengan metode kualitatif memberikan hasil rekonstruksi bentuk Laporan Keuangan Politeknik Negeri Pontianak sesuai dengan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual sebagai bentuk implementasi PP 71 Tahun 2010 dengan penambahan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. 
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual sebagai implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan dan untuk mengetahui kemampuan sumber daya manusia dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam Penyusunan laporan keuangan sebagai implementasi PP 71 tahun 2010  di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli serdang.

Sistem akuntansi yaitu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam laporan-laporan, yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham kreditur dan lembaga–lembaga pemerintahan untuk memuat hasil operasi. 

Peranan aplikasi di sektor pemerintahan tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan sektor swasta. Instansi diharapkan bekerja dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu instansi juga harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, dimana anggaran tersebut sudah seharusnya terserap untuk kegiatan operasionalnya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pelaporan laporan keuangan yang menunjukkan berapa besarnya penyerapan anggaran yang digunakan beserta penjelasannya.

Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan setiap Kementerian Negara/Lembaga. SAIBA merupakan aplikasi akuntansi pemerintah pusat yang dibuat dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual. Pengembangan sistem adalah proses modifikasi atau penggantian sebagian atau keseluruhan sistem informasi. Tujuan dari diterapkannya basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan agar pengungkapannya lebih komperhensif. Hal ini sejalan dengan prinsip full disclosure (pengungkapan penuh). Artinya, bahwa informasi yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan.

Aplikasi SAIBA sebagai sistem akuntansi keuangan (software) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tentu saja menjadi salah satu faktor kunci implementasi akuntansi berbasis akrual. Pengoperasian aplikasi SAIBA akan menjadi maksimal bila para operator memiliki pemahaman tentang akuntansi dasar secara memadai. Pada saat pemahaman di bidang akuntansi dasar telah memadai, para operator aplikasi akan lebih mudah memahami Akuntansi Pemerintah Akrual dan mengoperasikan aplikasi SAIBA. Namun jika para operator mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA, maka akan memberi dampak yang tidak baik dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.
Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.Sebagaimana dalam Firman Allah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282, yang berbunyi : 
يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡ‍ٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡ‍َٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai  untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Tulislah mu'amalahmu itu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam hal ini, instansi yang baik akan transparan dan akuntabel terhadap rakyat baik tingkat pusat maupun daerah dan harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi yang tersedia harus memadai dan dapat mengerti. Hal ini sejalan dengan konsep akuntansi akrual yakni melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi. Ayat ini juga menegaskan adanya kewaspadaan dan pencegahan dari tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan konsep akuntansi akrual yakni melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi. 
Akuntansi pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. 

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30,31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
Pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Menurut pasal 1 ayat 3 PP No. 71 Tahun 2010 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sektor pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan dan tujuan instansi.  Sektor pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian disamping pengembangan kapasitas organisasi.

Pada SAP berbasis akrual ini, beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami adalah Laporan Keuangan pokok yang disusun pada SAP lama (PP No. 24/2005) yang terdiri dari :
Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Ekuitas adalah kekayaan neto pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. 
Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan.

Laporan keuangan pemerintah PP 71/2010 yang berbeda dengan PP 24/2005 :

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos, Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 berupa laporan keuangan yang harus disusun tediri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.   Dengan adanya kerangka pemikiran ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.
	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual



	PP. No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan



	Kendala dalam Penerapan 


	Penyusunan Laporan Keuangan


Gambar I. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jalan Sudirman Nomor 5 Lubuk Pakam. Penelitian dilakukan mulai dari peneliti melakukan observasi yaitu bulan Januari sampai Juli 2019. Subjek Penelitian  merupakan benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.  Adapun subjek dalam penelitian ini adalah  operator SAIBA, operator SIMAK-BMN,  Pengevaluasi program bagian Keuangan,  Bendahara Sekretariat Jenderal,  Penyusun rencana program dan anggaran dan  Bagian Tata Usaha. Pengumpulan data menggunakan data primer dengan menggunakan observasi dan wawancara dan data sekunder dengan laporan yang ada dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) beserta dokumen pendukung lain berupa bukti setiap pengeluaran yang menjadi dokumen sumber seperti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk memudahkan pengawasan dan pengaturan kinerja terhadap pegawai diperlukan suatu struktur organisasi dalam perusahaan/instansi. struktur organisasi ini memberikan penjelasan tentang semua kedudukan ataupun jabatan-jabatan yang diemban oleh pegawai untuk mengetahui tugas dan batasan-batasan pekerjaan serta kepada siapa dia akan bertanggung jawab, sehingga akhirnya aktivitas organisasi akan berjalan dengan lancar dan tepat serta baik tanpa adanya kendala yang timbul dalam perusahaan tersebut.
Dalam setiap satuan kerja tentu memiliki anggaran masing-masing sehingga dalam satuan kerja terdapat bagian keuangan yang mengurus keuangan setiap satuan kerja. Berikut disajikan struktur bagian keuangan dalam setiap satuan kerja. 
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	Pejabat Pembuat Komitmen
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	Bendahara


	Operator SAIBA



	Operator Persediaan dan SIMAK BMN


	Operator Sistem Akuntansi Satker (SAS)


Gambar III. Struktur Bagian Keuangan Satuan Kerja Kementerian Agama
Kabupaten Deli Serdang

Deskripsi tugas bagian keuangan :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran antara lain: menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD); Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); Menerbitkan Surat Keputusan Bendahara Pengeluaran; Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian; KPA dapat merangkap sebagai PPK 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen antara lain : membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa; Membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran); PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA; Mengatur anggaran ataupun belanja

Bendahara 

Bendahara memiliki tugas dan wewenang antara lain: menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya setiap anggaran belanja; Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PPK 

Operator 

Operator bertugas untuk menjalankan aplikasi keuangan berdasarkan fungsinya masing-masing. Aplikasi SAIBA adalah aplikasi berbasis akrual yang menyusun laporan keuangan dari beberapa aplikasi diantaranya aplikasi SAS, SIMAK BMN dan Persediaan. Aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satker) adalah aplikasi satuan kerja yang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi dasar KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)  adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Aplikasi persediaan adalah sistem aplikasi yang diperuntukkan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor. 
Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yakni, berkaitan dengan penerapan Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebagai implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan dan Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam penerapan SAIBA. 

Peneliti menemukan bahwa tidak semua komponen  laporan keuangan yang dimaksud dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disajikan melalui SAIBA ini. Beberapa komponen laporan keuangan yang dimaksud dalam PP 71 tahun 2010 dan tidak ditemukan dalam laporan keuangan yang dihasilkan SAIBA adalah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan anggaran, Laporan Arus Kas (LAK)  yang merupakan bagian dari laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan.  
Penggunaan aplikasi SAIBA yang berintegrasi dengan aplikasi lain menyebabkan Satker harus memiliki operator untuk memegang aplikasi lain seperti SIMAK-BMN. Perbedaan operator menyebabkan sistem tidak sinkron dan bisa menjadi kendala bagi tercapainya penyusunan laporan keuangan yang cepat dan tepat. penerapan SAIBA tidak dijalankan sepenuhnya oleh masing-masing Satker karena kurangnya pemahaman tentang jurnal disebabkan terbatasnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi menimbulkan pembebanan tugas kepada Satker lain, yang berdampak pada kurang optimalnya pekerjaan masing-masing Satker.

Adapun isi dari laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA ini meliputi: 

Laporan Realisasi Angaran (LRA)

Ada tiga jenis sumber anggaran yakni pendapatan negara dan hibah, belanja dan pembiayaan. Pada kantor Kementerian Agama kabupaten Deli Serdang, APBN hanya digunakan untuk jenis belanja saja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.  

Neraca

Aset yang disajikan dalam neraca berupa aset lancar seperti persediaan yang berasal dari  aplikasi Persediaan, aset tetap yang berasal dari hasil transfer aplikasi SIMAK-BMN, kewajiban yang berasal dari utang kepada pihak ketiga, dan ekuitas yang berasal dari nilai akhir laporan perubahan ekuitas. 

Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas seperti pendapatan operasional, beban operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Namun, pada kantor Kementerian Agama yang ada hanya beban operasional karena anggaran yang digunakan adalah untuk belanja.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ekuitas menjelaskan ekuitas awal, surplus atau defisit-LO, dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. 

Kementerian Agama juga memiliki kebijakan akuntansi sendiri yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Kementerian Agama. Dalam Bab I tentang Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Kementerian Agama pada Prinsip-Prinsip Umum disebutkan, “Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”

Terkait penjelasan di atas, maka penerapan SAIBA dalam penyusunan laporan keuangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tidak adanya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas dikarenakan Kementerian Agama merupakan instansi bukan Badan Layanan Umum (Non BLU) yang tidak memiliki pendapatan dan kas, hanya mengajukan belanja kepada KPPN dengan mengeluarkan SPM sehingga saldo akhir nihil. Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun sendiri menggunakan aplikasi CaLK, namun semua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang terintegrasi. 

Dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu memahami sistem karena dalam penyusunan laporan keuangan, sistem yang digunakan saling terintegrasi. Sistem yang saling terintegrasi tersebut mengharuskan setiap aplikasi sinkron satu sama lain. Sehingga sumber daya manusia memang harus mampu memahami prosedur dan alurnya. Salah satu faktor yang memudahkan proses untuk menyusun laporan keuangan melalui SAIBA adalah dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Namun juga tidak menutup kemungkinan bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi karena hal ini bisa diupayakan dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ataupun yang diadakan secara internal oleh Kementerian Agama. Tentu saja juga harus diperkuat dengan kemauan sumber daya manusia dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan yang ada pada Satkernya. Hal ini menunjukkan kemandirian entitas. Asumsi kemandirian entitas disebutkan dalam PP 71 tahun 2010 pada Lampiran I.01 Kerangka Konseptual paragraf 32 bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. 

SIMPULAN
Penyusunan laporan keuangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang berkaitan dengan penerapan SAIBA telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas hanya dibuat oleh entitas yang mempunyai anggaran pendapatan atau kas. Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun sendiri menggunakan aplikasi CaLK, namun semua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang terintegrasi. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami sistem untuk menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya dimiliki oleh setiap Satker, kurangnya pegawai yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi, juga kurangnya kemauan untuk mengikuti pelatihan penggunaan SAIBA menyebabkan masih terdapat pembebanan tugas kepada Satker lain. Agar melakukan pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi pembebanan tugas terhadap satker lain. Adapun sumber daya manusia harusnya bisa manfaatkan adanya Bimtek yang memang rutin dilakukan minimal setahun sekali. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya berdasarkan sebatas analisa yang diperoleh peneliti dari pendapat dan ungkapan dari hasil wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumen berupa hasil laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu instansi sehingga memiliki keterbatasan generalisasi. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya tentang akuntansi pemerintahan disarankan juga dilakukan pada instansi lainnya atau memperluas objek penelitian. 
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